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ABSTRAK

NUR FADIYAH RAMADHANI, 2024. Efektivitas Penerapan Perhitungan Dan
Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang Pada Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan. Karya
Tulis llmiah (KTI). Program Studi D-IIl Perpajakan, Fakultas Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing | Bapak
H. Andi Rustam dan Pembimbing Il Bapak Andi Arifwangsa Adiningrat.

Tujuan Penelitian ini yakni mengetahui gambaran tentang penerapan
perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan.
Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknil kualitatif
dengan langkah mulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal perhitungan dan
pelaporan PPh Pasal 22 atas Kegiatan impor barang umumnya menggunakan
sistem self assessment system dimana importir atau wajib pajak menghitung dan
melaporkan sendiri besaran pajaknya. Tahapan yang harus dilalui oleh importir
dalam melaporkan PPh Pasal 22 yaitu pertama menghitung PPh Pasal 22. Setelah
itu importir membuat surat setoran Pabean, cukai, dan pajak (SSPCP) dan
mencantumkan kode jenis pajak 22 untuk PPh Pasal 22 (411122). lalu Importir
melakukan setoran PPh Pasal 22 ke Bank. Setelah itu bukti setorannya di
lampirkan ke dokumen Pemberitahuan impor barang (PIB). Importir juga harus
melampirkan beberapa dokumen pendukung ke formulir PIB. Setelah itu dokumen
PIB di ajuka ke kantor pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) melalui platform online
Bea dan Cukai. Setelah PIB diterbitkan, importir wajib melaporkan SPT Masa PPh
Pasal 22 secara elektronik melalui e-SPT Masa PPh Pasal 22 di situs web DJP.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perhitungan dan pelaporan PPh Pasal
22 atas Kegiatan impor barang umumnya menggunakan sistem self assessment
system dimana importir atau wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri
besaran pajaknya. Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan telah memiliki
sistem online untuk melakukan perhitungan dan pelaporan sehingga para importir
tidak perlu lagi melakukan perhitungan dan pelaporan ke kantor. Akan tetapi
perlunya pengawasan dan sosialisasi terhadap importir agar mencegah adanya
pelanggaran aturan dan kesalahan yang dapat terjadi selama mengimpor barang.

Kata Kunci : PPh Pasal 22, Perhitungan PPh Pasal 22, Pelaporan PPh Pasal 22



ABSTRACK

NUR FADIYAH RAMADHANI, 2024. Effectiveness Of Implementation
Calculation And Reporting Of PPh Article 22 On Import Activities Of Goods
At The Regional Office Of The Directorate General Of Customs And Excise
(DJBC) South Sulawesi. Scientific Paper (KTI). Taxation D-Ill Study Program,
Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar.
Supervised by Supervisor | Mr. H. Andi Rustam and Supervisor, || Mr. Andi
Arifwangsa. Adiningrat

The purpose of this study is to find out the description of the application of
calculation and reporting of Reb, Article 22 on, import activities of goods, at the
Regional Office of the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) of South
Sulawesi. The data analysis technique used in this study is a qualitative technique
with steps starting from data reduction, data presentation and drawing conclusions

The results of this study indicate that in terms of calculation and reporting
of Income Tax Article 22 on. Import activities of general goods use a self-
assessment system where importers, or taxpayers, calculate and report the
amount of tax themselves. The stages that must be passed by the importer in
reporting Income Tax Article 22 are first calculating Income Tax Article 22. After
that the importer makes a letter, Customs, Excise, and Tax (SSPCP) deposit and
includes the type code, tax 22 for PPh, Article 22 (411122). then, the importer
makes a deposit, PPb, Article 22 to the Bank. After that, proof of deposit is attached
to the document. Notification, import of goods (PIB). Importers must also attach
several supporting documents to the PIB form. After that, the PIB document is
submitted to the Customs and Excise service office (KPPBC) through the Customs
and Excise online platform. After the PIB is issued, importers are required to report
the PPh Article 22 Periodic Tax Return electronically through the e-SPT PPh Article
22 Periodic Tax Return on the DJP website.

This study concludes that the calculation and reporting of PPh Article 22
on. Activities, imports of general goods use a self-assessment system where
importers or taxpayers calculate and report their own tax amounts. The DJBC
South Sulawesi Regional Office has an online system for calculating and reporting
so that importers no longer need to calculate and report to the office. However,
supervision and socialization of importers are needed to prevent violations of
regulations and errors that can occur during importing goods.

Keywords : Income Tax Article 22, Calculation of Income Tax Article 22,
Reporting of Income Tax Article 22
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan Ekspor Impor berdasarkan Hukum Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang cukai. Undang-Undang inilah yang mengatur keberadaan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan,
sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 Thaun 2006; dan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 453/KMK.04/2002 tentang
Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, sebagaimana telah beberapa kali di
ubah terakhir dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.
112/KMK.04/2003; Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-
07/BC/2003 tentang petunjuk tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang
telah bebrapa kali diubah terakhir dengan peraturan Direktorat Jenderala Bea dan
Cukai (DJBC) No. P-42/BC/2008. Undang-Undang inilah yang menjadi dasar dari
ketentuan yang berlaku bagi Kegiatan Impor di Negara Republik Indonesia.

Menurut Najla Fauziani Deyanputri (2020), kegiatan impor merupakan
salah satu implikasi yang tidak dapat dihindari dari adanya kegiatan perdagangan
internasional. Maisng-maisng negara memiliki keterbatasan sumber daya
sehingga perdagangan antar negara merupakan salah satu kegiatan yang

dibutuhkan demi memenuhi kebutuhan nasional. Keterbatasan industry lokal



dalam memenuhi permintaan Masyarakat mengharuskan adanya pemenuhan
atas permintaan tersebut dengan melakukan impor.

Dalam melakukan impor akan timbul serangakaian prosedur yang waijib
dilaksanakan agar barang tersebut dapat diterima oleh konsumen. Setiap negara
memiliki kebijakan masing-masing dalam hal mengatur dan mengawasi alur
perdagangan internasional. Pemerintah Indonesia menggunakan instrumen
kebijakan fiskal dengan mengenakan bea masuk dan/atau cukai serta pajak
dalam rangka impor (PDRI) yang terdiri dari PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM.
Pada umumnya, negara-negara lain juga mengandalkan instrument fiskal
sebagai wujud proteksi selain dengan memanfaatkan kebijakan non tarif seperti
perbatasan kota impor dan dumping.

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pemasukan bagi negara
dan merupakan komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan
Pembangunan. Pajak yang ditetapkan pemerintah salah satunya adalah pajak
penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan
yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak
atas pajak penghasilan dalam bagian tahun pajak. Berdasarkan jenis pajak
penghasilan tersebut, salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 22 yang
merupakan salah satu jenis pajak yang pemungutannya dalam tahun berjalan
menggunakan sistem (Self Assesment system), dimana waijib pajak diberikan
wewenang untuk menghitung, menentukan, serta melaporkan sendri besar pajak
terutangnya.

Namun, seringkali dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan terdapat
kesalahan atau masalah yang dapat muncul. Adapun kesalahan pertama yaitu

kompleksitas regulasi perpajakan yang terus berubah dapat menyulitkan



Perusahaan importir untuk memahami dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Selain itu, fluktasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi biaya impor dan
besaran PPh Pasal 22 yang harus dibayar. Ketidaksesuaian data impor atau
kesalahan dalam klasifikasi barang juga dapat menghasilkan perhitungan pajak
yang tidak akurat. Proses bea cukai yang rumit, termasuk pemeriksaan dan kliring,
dapat menyebabkan penundaan dalam pengiriman barang dan memengaruhi
rantai pasok. Kesulitan dalam memestikan kepatuhan Perusahaan importir
terhadap peraturan perpajakan juga merupakan masalah yang perlu diatasi. Oleh
karena itu, penulis memilih judul “Penerapan perhitungan dan pelaporan PPh

pasal 22 atas kegiatan impor” untuk mengatasi potensi masalah tersebut.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana penerapan perhitungan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor
barang pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi bagian Selatan?
2. Bagaimana proses pelaporan PPh pasal 22 atas kegiatan impor barang

pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan?

C. Tujuan
Berdasarkan Rumusan masalah di atas, Adapun tujuan dari penelitian ini
yaitu:
1. Untuk mengkaji tentang pemungutan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor
brang pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan.
2. Untuk mengkaiji proses pelaporan PPh Paasal 22 Atas Kegiatan impor

barang pada Kantor Wilayah Sulawesi Bagian Selatan.



D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan diatas, Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari

penelitian ini yaitu:

1.

Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk menambah
wawasan pengetahuan tentang pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22
atas kegiatan impor barang

Bagi Akademisi

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa di
perkuliahan terkait dengan perhitungan traif PPh Pasal 22 yang
dikenakan aatas impor barang.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah
referensi kepustakaan dan menjadi bahan studi bermanfaat bagi
mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makasar

Bagi Pihak Instansi

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang
membutuhkan sebagai masukan, pertimbangan pedoman. Untuk
mengetahui bagaimana proses pemungutan dan pelaporan PPh Paasal 22

atas kegiatan impor barang.



BAB Il
TINJAUAN TEORI

A. Landasan Teori

1.

Konsep Dasar PPh Pasal 22
PPh pasal 22 yaitu pengenaan pajak dari badan usaha yang
diberlakukan untuk melakukan kegiatan perdagangan impor, ekspor, atau
berkaitan dengan re-impor.
Hal ini sebagaimana yang sudah tertuang dalam Undang-Undang
(UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Di dalam Undang-
Undang itu disebutkan bahwa pengertian dari PPh pasal 22 adalah
pemotongan pajak yang dilakukan dari satu pihak kepada Wajib Pajak yang
sesuai syarat dan memiliki kegiatan perdagangan barang atau produk.
Adapun subjek dan objek dari PPh Pasal 22:
a. Subjek PPh Pasal 22
Dari definisi sebelumnya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan PPh
22 ini ada sekumpulan pihak yang ditunjuk untuk memungut pajak.
Pihak tersebut yang tergolong dari PPh 22 ini adalah sebagai berikut:
1) Bendahara Pemerintah
Hal ini berkaitan dengan bendahara yang berasal dari Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga-lembaga terkait.
Lembaga negara yang ditunjuk untuk memungut pajak ini berkaitan
dengan pembayaran atas penyerahan barang. Selain itu, yang
termasuk dalam bendahara pemerintah ini adalah pihak yang

memegang kas dan pejabat yang melakukan fungsi sama.



2)

3)

Badan Tertentu

Pihak lain yang terlibat dalam PPh 22 yaitu badan pemerintah atau
swasta. Hal ini berkenaan dengan aktivitas di bidang empor atau
usaha lainnya. Misalnya usaha produksi barang antara seperti
semen dan automotif.

Wajib Pajak Badan Tertentu

Hal ini berkaitan tentang wajib pajak badan yang bertugas untuk
memungut pajak dari pembeli ketika membeli barang yang
termasuk sangat mewah. Pemungutan pajak yang dilakukannya
akan dikenakan pada setiap barang yang sudah dibeli serta
memenuhi kategori sebagai barang sangat mewah.

Barang sangat mewah ini bisa diukur baik dari jenis maupun
harganya. Contoh barang yang dikenakan pemungutan pajak dari
Wajib Pajak Badan tertentu yaitu kapal pesiar, rumah mewah,
apartemen, kendaraaan mewah, sampai dengan kondominium
yang juga besar.

Dari ketentuan yang disebutkan ini menunjukkan bahwa subjek dari
PPh 22 bersifat menyeluruh. Hal ini tidak hanya berlaku untuk
badan usaha saja, tetapi juga pemerintah ataupun swasta.
Pemberlakukan dari PPh 22 ini juga dikenakan juga untuk
penjualan abrang mewah. Selain itu, aturan ini kemudian
dipertegas kembali dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
92/PMK.03/2019 yang berkenaan tentang Waijib Pajak Teretentu
sebagai Pemungut PPh dan Pemberi atas Penjualan Barang

Sangat Mewah.



b. Objek PPh Pasal 22

Berdasarkan peraturan PMK Nomor 92/PMK.03/2019 juga disebutkan
obejk yang termasuk dalam PPh. Contohnya seperti pembelian dari
impor ekspor yang dilakukan oleh eksportir akan dikenakan
pemungutan termasuk komoditas bahan tambang. Contohnya seperti
batu bara, logam, maupun mineral bukan logam. Selain itu, ada juga
pembayaran lain atas pembelian barang oleh bendaharawan
pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). KPA ini sebagai
pemungut pajak yang dilakukan di pemerintah pusat, pemda, maupun
lembaga pemerintah dan negara.

Objek lainnya yang dikenakan PPh yaitu menjual produksi ke distributor
dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha di bidang industri
seperti kertas, baja, automotif, farmasi, dan semen. Tidak hanya itu,
terdapat juga objek lainnya yaitu penjualan atas kendaraan bermotor di
dalam negeri. Selain itu, Anda juga harus mempelajari objek-objek apa
saja yang dikecualikan dari PPh 22 ini. Contohnya yaitu impor barang

dan atau penyerahan barang berdasarkan UU tidak terutang PPh.

Untuk mendapatkan pengecualian ini, tentu saja harus disertai dengan
Surat Keterangan Bebas PPh 22 yang dirilis oleh Dirjen Pajak. Ada juga
objek yang dikecualikan dari PPh yaitu impor dari bea masuk asalkan

masuk ke dalam Kawasan Berikat dan Entreport.

Waijib Pajak juga tidak perlu menggunakan PPh jika impor barang untuk
kiriman hadiah serta barang-barang yang digunakan untuk keilmuan.
PPh 22 juga tidak berlaku ke Wajib Pajak yang melakukan pembelian

listrik, bbm, gas, air minum, dan juga telepon.



2. Dasar Hukum PPh Pasal 22

Dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008.

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang
pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan
pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang Impor
atau kegiatan usaha di bidang Lain.

3. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22
Besarnya tarif pungutan PPh Pasal 22 sebagaimana di atur dalam

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 yaitu:

a) 2,5% dari nilai impor, jika menggunakan Angka Pengenal Impor (API).

b) 7,5% dari nilai impor, jika tidak menggunakan Angka Pengenal Impor
(API)

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan
bea masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan bea
masuk dan pungutan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan dibidang impor.

4. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22
a) Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), tarif pemungutannya
sebesar 2,5% dar nilai impor.

PPh Pasal 22 = 2,5% x Nilai Impor



b) Yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), tarif
pemungutannya sebesar 7,5% dari nilai impor.
PPh Pasala 22 = 7,5% x Nilai Impor
¢) Yang tidak dikuasai (apabilla telah 30 hari barang tidak diproses lebih
lanjut atau tidak diambil dari gudang dipelabuhan tempat datangnya
barang), tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari harga jual lelang.
PPh Pasal 22 = 7,5% x Nilai Impor
5. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22
Dalam buku panduan Kemenkeu Dirjen Pajak (2011:49) PPh 22
atas kegiatan impor barang disetor oleh importer dengan menggunakan
formulir Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP). PPh Pasal 22
atas Impor barang yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
(DJBC) harus disetor ke Bank Persepsi, atau Kantor Pos dan Giro dalam
jangka waktu 1(satu) hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) paling lambat tenggal 14 (empat belas) hari
setelah bulan takwim berakhir. Apa bila hari ke-14 jatuh pada hari libur,
maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
6. Bea Masuk
Menurut Jafar, “Bea Masuk adalah pungutan negara yang
dikenakan atas barang yang diimpor untuk dipakai.” Menteri keuangan
berwenang membebaskan Bea Masuk atas barang yang diimpor dengan
alasan-alasan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pengenaan tarif Bea
Masuk Sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya yaitu atas

barang impor dipungut Bea Masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya
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40% (empat puluh persen) dari nilai pabean untuk perhitungan Bea
Masuk. Terdapat 2 (dua) cara pengenaan tarif Bea Masuk yaitu:
a) Tarif advalorum (presentase)
b) Tarif spesifik
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Bea
Masuk merupakan pungutan negara untuk barang impor yang harus
dibayarkan pada saat barang impor untuk dipakai atau sesuai dengan
ketentuan Menteri Keuangan.
7. Konsep Dasar Efektivitas
Mahmudi (2014), efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil
pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan.
Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran
yang harus di capai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan
dan sasaran akhir kebijakan (Spending wisely). Semakin besar output yang
dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka
semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.
Efektivitas dikategorikan seperti table berikut:

Table 2.1 Kalsifikasi Kriteria Efektivitas

Tingkat Pencapaian Kriteria
>100% Sangat Efektif
90% - 100% Efektif
80% - 90% Cukup Efektif
60% - 80% Kurang Efektif
<60% Tidak Efektif

8. Indikator Efektivitas
Indikator Efektivitas adalah ukuran atau metrik yang digunakan untuk menilai

sejauh mana tujuan atau hasil yang diinginkan telah tercapai. Dalam konteks
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organisasi atau proyek, indikator efektivitas membantu mengutur keberhasilan

pelaksanaan strategi, program atau kegiatan tertentu.

Berikut adalah beberapa karakteristik umum dari indicator efektifitas:

a. Indikator harus jelas dan spesifik, sehingga tidak menimbulkan interpretasi
yang berbeda

b. Indikator harus dapat di ukur secara kuantitatif dan kualitatif

c. Indikator harus realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya yang
tersedia

d. Indikator harus relefan dengan tujuan atau hasil yang diinginkan

e. Indikator harus memiliki kerangka waktu yang jelas untuk mencapai hasil

yang diinginkan.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hubungan logis antara landasan teori
dengan kajian empiris. Kerangka konseptual menggambarkan apa yang
diharapkan untuk ditemukan melalui penelitian. Kerangka konseptual memiliki
peran dan mendefinisikan Variabel dalam riset dan memetakan bagaimana
variable penelitian berkorelasi satu dengan yang lain.

Dalam buku Metodologi Penelitian 2022 Karya Nisma Iriani dan Kawan-
kawan, kerangka konsep adalah uraian tentang hubungan antara Variabel yang
akan diamati atau diukur melalui riset yang akan dilakukan.

Untuk melaksanakan penelitian yang lebih maksimal, penulis

menggambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Landasan Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
34/PMK.010/2017 tentang pemungutan pajak
penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan
pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di
bidang Impor atau kegiatan usaha di bidang Lain.

Landasan Teori:

1. PPh Pasal 22
2. Kegiatan Impor Barang

Perhitungan PPh Pasal 22 Pelaporan PPh Pasal 22 Atas
Atas kegiatan impor Barang kegiatan impor Barang
v v
Sangat Efektif Efektif Cukup Efektif Tidak Efektif

(Gambar 1.1 Kerangka Konseptual)

12
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C. Metode Pelaksanaan Penelitian
Adapun metode dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini telah di laksanakan di Kantor Wilayah DJBC Sulawesi

Bagian Selatan, dan waktu penelitian dilaksanakan selama 2 (dua) bulan.
Mulai dari tanggal 12 juni sampai dengan 12 agustus 2024.
2. Sumber Informan
Adapun sumber informan pada penelitian ini yaitu pihak yang mengetahui
secara detail tentang permasalahan dalam penelitian ini dan rencana suatu
informan.
3. Teknik Pengumpulan Data
a) Wawancara
Penelitian memilih Teknik wawancara yang dilakukan melalui tatap
muka dan tanya jawab langsung kepada sumber informan.
b) Metode Observasi
Pengumpulan data langsung dari lapangan dengan cara melakukan
pengamatan terkait aktivitas dilapangan dalam hal ini, Kantor Wilayah
DJBC Sulawesi Bagian Selatan, utamanya segala proses yang
berkaitan dengan penerapan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22
atas kegiatan impor barang.
c) Dokumentasi
Dokumentasi merupukan pengumpulan data dengan cara pengambilan
data mengenai PPh Pasal 22 yang berhubungan dengan penelitiian

yang akan diteliti.
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d) Study Pustaka
Menurut Nasir, Study Pustaka adalah Teknik pengumpulan data
dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta
berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang mau di teliti.
e) Kuisioner
Menurut sugiyono (2017:142) angket atau kuisioner merupakan Teknik
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan peneliti atau
permasalahan yang ada ditempat penelitian. Analisis data dilakukan saat
pengumpulan data dilapangan secara berkesinambungan. Jika jawaban
dari hasil wawancara belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan
pertanyaan sampai peneliti memperoleh data yang ingin diperoleh.
Aktivitas dalam analisis data dengan menggunakan prosedur analisis data
kualitatif dengan pendekatan studi kasus Miles dan Huberman sebagai
berikut:

a) Reduksi Data

Teknik menganalisis data dengan cara merangkum, memilah hal yang

bersifat pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang bersifat penting.

Reduksi data dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan

gambaran yang lebih jelas terhadap data yang diperoleh.
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b) Penyajian Data

Sekumpulan imformasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk
menarik kesimpulan dan mengambil tindakan selanjutnya. Bentuk
penyajian data antara lain berupa teks, naratif, matrik, grafik, maupun
bagan, namun dalam penelitian ini benttuk penyajian data lebih
merajuk pada penyajian secara deskriptif.

Menarik kesimpulan

Semua data yang telah direduksi, digambarkan lagi secara rinci agar
mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Data yang dirincikan
ini adalah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data baik berupa

pengamatan maupun penelitian.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Bea Cukai

CUSTOMS (Instansi Kepabeanan) di mana pun di dunia ini adalah suatu
organisasi yang keberadaannya sangat essensial bagi suatu negara, demikian
pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia)
adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting pada suatu negara.

Bea dan Cukai (selanjutnya kita sebut Bea Cukai) merupakan institusi
global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Bea Cukai merupakan
perangkat negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada
sepanjang masa sejarah negara itu sendiri. Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini
sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti
tertulis yang kuat. Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai
wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah Bea Cukai mulai terlembagakan
secara “nasional’. Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah douane
untuk menyebut petugas Bea Cukai (istilah ini acapkali masih melekat sampai saat
ini). Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah De Dienst
der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I. U & A) atau dalam terjemah bebasnya
berarti “Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai”.

Tugasnya adalah memungut invoer-rechten (bea impor/masuk), uitvoer-
rechten (bea ekspor/keluar), dan accijnzen (excise/ cukai). Tugas memungut bea
(“bea” berasal dari bahasa Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai

(berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan

16
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Cukai di Indonesia. Peraturan yang melandasi saat itu di antaranya Gouvernment
Besluit Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diubah dengan
keputusan pemerintah tertanggal 1 Juni 1934. Pada masa pendudukan Jepang,
berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tentang Pembukaan Kantor-kantor
Pemerintahan di Jawa dan Sumatera tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan bea
impor dan bea ekspor ditiadakan, Bea Cukai sementara hanya mengurusi cukai
saja. Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01
Oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Saat itu Menteri Muda
Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai
Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama. Jika ditanya kapan hari lahir Bea
Cukai Indonesia, maka 1 Oktober 1946 dapat dipandang sebagai tanggal yang
tepat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1948, istilah
Pejabatan Bea Cukai berubah menjadi nama menjadi Jawatan Bea dan Cukai,
yang bertahan sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, namanya

menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

B. Visi dan Misi

Visi dan Misi Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan

Visi:
Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia

Misi:
1. Memfasilitasi perdagangan dan industry
2. Menjaga perbatasan dan melindungi Masyarakat Indonesia dari

penyelundupan dan perdagangan illegal

3. Optimalkan penerimaan negara disektor kepabeanan dan cukai



C. Struktur organisasi Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan

KEPALA KANTOR WILAYAH

Nugroho Wahyu Widodo

KEPALA BAGIAN UMUM

Hari Setiyadi

KEPALA BIDANG KEPABEANAN
DAN CUKAI
Zaeni Rokhman

KEPALA SEKSI PEMERIKSAAN

Betty Endang Purbawati A

KEPALA SEKSI KEBERATAN DAN
BANDING
Wisnu Hardhono

KEPALA SEKSI PENERIMAAN DAN
PENGELOLAAN DATA
Stefanus palinggi

KEPALA SEKSI BANTUAN HUKUM
David Munsir

KEPALA BIDANG FASILITAS
KEPABEANAN DAN CUKAI
Nazwar

KEPALA SEKSI PERJANJIAN DAN
FASILITAS
Iwan Yudi Herlinawan

KEPALA SEKSI PERJANJJIAN
DAN FASILITAS 1l
Saefudin Zuhri

KEPALA SEKSI BIMBINGAN
KEPATUHAN DAN HUMAS
Niken Permata Sari

KEPALA BIDANG PENINDAKAN
DAN PENYIDIKAN
Tri Edi Santosa

KEPALA SEKSI INTELEJEN
Ahmad Salafudin

KEPALA SEKSI PENINDAKAN I
Jims Oktovianus

. r—

KEPALA SEKSI PENINDAKAN 11
Aris Purwanto

KEPALA SEKSI NARKOTIKA DAN
BARANG LAPANGAN
Agung Setia Permana

KEPALA SEKSI PENYIDIKAN DAN BARANG

HASIL PENINDAKAN
Budi Riswanto

KEPALA BIDANG KEPATUHAN
INTERNAL
Eva Arifah Aliyah

KEPALA SEKSI KEPATUHAN
PELAKSANAAN TUGAS
PELAYANAN
Agus Santosa

KEPALA SEKSI KEPATUHAN
PELAKSANAAN TUGAS
PENGAWASAN
Surya Utama
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Deskripsi Pekerjaan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan terdiri

1. Tugas kantor wilayah:

a)

f)

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-
undangan kepabeanan dan cukai;

Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, dan penyelesaian
masalah dibidang kepabeanan dan cukai atas unit-unit
operasional di daerah wewenangnya;

Pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan pemberian perijinan
dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;

Pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan
dibidang kepabeanan dan cukai;

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah
hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi
Direktorat Jendral Bea dan Cukai;

Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian dan pelaksanaan
intelejen dibidang kepabeanan dan cukai;

Pengendalian, evaluasi dan pengkoordinasian pelaksanaan
patrol dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan
perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan, tindak
pidana kepabeanan dan cukai;

Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan
dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
Perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit

di bidang kepabeanan dan cukai;



)

k)
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Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data,
penyajian informasi dan laporan di bidang kepabeanan dan
cukai;

Pengendalian, pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi
dan senjata api Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai;

Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan
tugas dan evaluasi kinerja; dan

Pelaksanaan adminstrasi Kantor Wilayah Direktorat jenderal

Bea dan cukai.

Kantor Wilayah Terdiri atas:

a.

Bagian umum
Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum menyelenggarakan
fungsi:

1) Pelaksanaan urusan kepegawaian;

2) Pelaksanaan penyuluhan dan publikasi peraturan
perundang-undangan  kepabeanan dan  cukai,
hubungan Masyarakat, urusan rumah tangga, dan
perlengkapan;dan

3) Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan
keuangan.

Bagian Umum di bagi menjadi beberapa subbagian:
1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan

urusan kepegawaian.
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2) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-
undangan kepabeanan dan cukai, hubungan
Masyarakat, urusan rumah tangga, perlengkapan, dan
kesejahteraan pegawai.

3) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai
tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan,
urusan keuangan, dan anggaran.

b. Bidang Kepabeanan dan Cukai
Bidang Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas

melaksanakan bimbingan teknis, pengadilan, dan evaluasi

pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pemberian perijinan,
pelaksanaan penelitian ulang, pelaksanaan penilitian atas
keberatan terhadap penetapan, pemberian bantuan hukum,

pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di

bidang kepabeanan dan cukai.

Bidang kepabeanan dan cukai dibagi menjadi beberapa seksi:

1) Seksi Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan
evaluasi realisasi, dan penyusunan laporan penerimaan,
bimbingan teknis, penyiapan bahan pengendalian, evaluasi,
rekomendasi dan perijinan dibidang kepabeanan dan cukai,

serta penelitian ulang dibidang kepabeanan.
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Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan audit dan
penul.

Seksi Keberatan dan Banding mempunyai tugas melakukan
penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang
kepabeanan dan cukai dan penyiapan administrasi urusan
banding,

Seksi Informasi Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan
pengolahan data, penyajian informasi dan pelaporan
kepabeanan dan cukai,

Seksi Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan
pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang
timbul akibat pelaksanakan tugas dan fungsi Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.

Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai

Seksi Fasilitas Pabean mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan

peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang fasilitas

tempat penimbunan.

Berikat dan Authorized Economic Operator (AEO), pelaksanaan

pemberian perijinan di bidang fasilitas Tempat Tempat Penimbunan

Berikat dan Authorized economic Operator (aeo), fasilitas

pembebasan dan/ atau pengembalian bea masuk dalam rangka

ekspor dan fasilitas kepabeanan lainnya.
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d. Bidang Kepatuhan Internal

Bidang Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan

pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern,

pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja,
kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan Tindak lanjut hasil
pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas,
serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di wilayah
kerja kantor wilayah.

Bidang Kepatuhan Internal terbagi menjadi 3 seksi:

1) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan mempunyai
tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas,
pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko,
pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap
kode etik dan disiplin, dan Tindak lanjut hasil pengawasan, serta
penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis
dibidang pelayanan kepabeanan dan cukai.

2) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai
tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas,
pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko,
pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap
kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan,
sereta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis
di bidang intelijen, penindakan, penyidikan, dan audit

kepabeanan dan cukai.
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3) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi mempunyai
tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas,
pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko,
pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap
kode etik dan disiplin, dan Tindak lanjut hasil pengawasan,
penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di
bidang administrasi, penyusunan rencana kerja dan laporan
akuntabilitas, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut
hasil pemeriksaan apparat pengawasan fungsional dan

pengawasan Masyarakat.

D. Hasil Penelitian
Adapun hasil yang diperoleh selama melaksanakan penelitian di Kantor
Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan:
1. Proses Penerapan Perhitungan PPh Pasal 22 Atas Kegiatan Impor
Barang Pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan

Berdasarkan wawancara dari bapak Ezra Dwi Epriputra pada
tanggal 6 juli 2024 sebagai pelaksana pemeriksa bidang kepabeanan pada

Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan, mengatakan bahwa;

“Di Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan dalam sistem
perpajakannya kita menganut Namanya sistem self assessment,
yang artinya importir atau pengusaha pajak yang terkena pajak
PKP yang menghitung sendiri dan melaporkan jumlah bea masuk
maupun pajak dalam rangka impor dalam hal ini PPh yang akan
dibayarkan. Jadi, kanwil DJBC Sulbagsel tidak pernah melakukan
perhitungan PPh tetapi Bea Cukai mengecek apakah PPhnya yang
di hitung sudah benar atau tidak. Tetapi, kita sudah menggunakan
sistem online. Karena sudah menggunakan sistem online, jadi
perhitungannya (harga barang dan tarif nya) tinggal dimasukkan di
sistem sehingga akan terhitung sendiri (otomatis)’.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa penerapan perhitungan

PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada Kantor Wilayah DJBC
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Sulawesi Bagian Selatan menggunakan sistem self assessment system
Dimana importir atau pengusaha yang terkena pajak (PKP) yang
menghitung sendiri dan melaporkan jumlah bea masuk maupun pajak
dalam rangka impor dalam hal ini PPh yang akan dibayarkan. Lalu akan
dimasukkan ke dalam sistem online sehingga akan terhitung sendiri
(otomatis). Setelah itu, Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan

mengecek apakah PPh yang di hitung sudah benar atau tidak.

Adapaun Tingkat kepatuhan importir dalam menghitung dan
membayar PPh Pasal 22 atas kegiatan Impor barang pada Kantor Wilayah
DJBC Sulawesi Bagian Selatan tidak dapat dilihat Tingkat kepatuhannya.
Karena sudah menggunakan sistem online dan sistem self assessment
system maka pembayaran PPh Pasal 22 mengikuti dari laporan terkait
dengan barangnya ataupun data-data yang ada di PIB. maksudnya, kalau
Bea Masuknya sudah benar maka pajaknya otomatis menghitung dengan

benar.

Penjelasan tersebut berdasarkan hasil wawancar bersama bapak
Ezra Dwi Epriputra pada tanggal 6 juli 2024 sebagai pelaksana pemeriksa
bidang kepabeanan pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan,

yang mengatakan bahwa;

“Karena dia menggunakan sistem self assessment, maka
pembayaran PPh pasal 22 itu mengikut dari laporan terkait dengan
barangnya ataupun data-data yang ada di PIB. Jadi tidak mungkin
didalam satu dokumen hitungan PIBnya sama PPhnya itu berbeda
pasti sama. Maksudnya dalam artian kalau bea masuknya sudah
benar, biasanya pajaknya pasti ofomatis menghitung dengan benar.
Jadi, Tingkat kepatuhannya kita tidak bisa melihat karena
dokumennya itu ototmatis menghitung sendiri.”



26

Terdapat beberapa Langkah-langkah dalam proses perhitungan PPh Pasal

22 atas kegiatan impor:

a. Menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
Untuk menentukan DPP nya maka, Nilai Pabean Barang Impor
Ditambah Bea Masuk Ditambah dengan PPN. Dimana, DPP PPh Pasal
22 atas kegiatan impor adalah nilai pabean ditambah bea masuk, PPN,
dan pungutan lainnya yang bersifat pajak. Nilai pabean adalah nilai
barang impor yang ditentukan oleh DJBC berdasarkan harga beli, biaya
pengangkutan, dan biaya asuransi. Bea masuk adalah pajak yang
dikenakan barang impor. Pungutan lainnya yang bersifat pajak adalah
pungutan yang dikenakan atas barang impor dan disamakan dengan
pajak.

b. Menghitung PPh Pasal 22
PPh Pasal 22 dihitung dengan rumus:
PPh Pasal 22 = DPP X Tarif Pajak
Tarif Pajak PPh Pasal 22 adalah 7,5% dari DPP
PPh Pasal 22 dibayarkan melalui Bank Persepsi yang ditujukan oleh
Menteri keuangan. Selanjutnya importir membuat surat setoran
Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) dan mencantumkan kode jenis
pajak 22 untuk PPh Pasal 22 (411122). Setelah itu importir
melampirkan bukti setoran PPh Pasal 22 ke PIB.

c. Melaporkan PPh Pasal 22
Importir wajib melaporkan PPh Pasal 22 setiap bulan. Laporan SPT
Masa PPh Pasal 22 dapat dilakukan secara elektronik melalui e-SPT

Masa PPh Pasal 22.
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Tahapan Importir Dalam Melaporkan PPh Pasal 22 Atas Kegiatan Impor
Barang Pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan
Tahapan yang harus dilalui oleh importir dalam melaporkan PPh
Pasal 22 yaitu pertama-tama menghitung PPh Pasal 22 dengan cara DPP x
Tarif Pajak. Dimana DPP adalah nilai pabean di tambah Bea Masuk, dan tarif
pajak tergantung jenis barang yang di impor. Setelah itu importir membuat
surat setoran Pabean, cukai, dan pajak (SSPCP) dan mencantumkan kode
jenis pajak 22 untuk PPh Pasal 22 (411122). lalu Importir melakukan setoran
PPh Pasal 22 ke Bank. Setelah itu bukti setorannya di lampirkan ke dokumen
Pemberitahuan impor barang (PIB). Untuk membuat dokumen PIB, pertama-
tama importir harus mengisi formular PIB terlebih dahulu. Di dalam dokumen
PIB terdapat informasi tentang identitas importir, jenis barang yang di impor,
nilai pabean barang, Bea Masuk, PPN, PPh Pasal 22. Importir juga harus
melampirkan beberapa dokumen pendukung ke formulir PIB. Formulir
tersebut antara lain:
a. Pemberitahuan impor barang (PIB)
b. Invoice
c. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB)
d. Packing Llist
e. Sertifikat asal Barang (certificate of origin/coo)
f. Bukti pembayaran Bea masuk dan Cukai
g. Bukti pembayaran PPN
h. Bukti pembayaran PPh Pasal 22
Setelah itu dokumen PIB di ajuka ke kantor pelayanan Bea dan

Cukai (KPPBC) melalui platform online Bea dan Cukai. Setelah PIB
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diterbitkan, importir wajib melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22. Berikut
adalah Langkah-langkahnya:

a. Importir harus membuat SPT Masa PPh Pasal 22 Dengan lenkap dan
benar. SPT Masa PPh Pasal 22 dapat diperoleh di kantor pelayanan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau secara online di situs web DJP

b. Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 secara elektronik melalui e-SPT

Masa PPh Pasal 22 di situs web DJP.

Kantor wilayah DBC Sulawesi bagian Selatan tidak mempunyai
platform untuk pelaporan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang, akan
tetapi Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan mempunyai sistem
untuk melaporkan PIB yang di dalamnya termuat PPh Pasal 22. Kantor
Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan juga tidak memiliki prosedur
dalam perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor
barang, dikarenakan semuanya sudah mengguanakan sistem online,
maka importir hanya tinggal memasukkan apa nama barangnya, berapa
harga satuannya, nilai transaksinya berapa, setelah itu sistem yang akan
menghitung sendiri.

Penjelasan tersebut berdasarkan wawancara Bersama bapak Ezra
Dwi Epriputra pada tanggal 6 juli 2024 yang mengatakan bahwa;

“Tidak ada platform untuk pelaporan PPh 22. Tetapi pelaporan PIB

yang didalamnya termuat PPh pasal 22 ada.

Tidak ada prosedur yang digunakan semuanya sudah
menggunakan sistem. jadi, importir hanya tinggal memasukkan apa
nama barangnya, berapa harga satuannya, nilai transaksinya

berapa, setelah itu sistem yang akan menghitung sendiri jadi bea
cukai tidak menghitung lagi.”
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Sanksi yang diberikan kepada importir apabila tidak mematuhi
kewajiban pembayaran PPh Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang
Pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan

Apabila Importir yang tidak mematuhi kewajiban pembayaran PPh
Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi
Bagian Selatan, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.03/2021
tentang tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak
penghasilan atas penghasilan dari impor barang tertentu.

Salah satu sanksi yang dapat dikenakan kepada importir yang tidak
mematuhi kewajiban pembayaran PPh Pasal 22 yaitu dikenakan denda
dengan dendanya sebesar 2% x (DPP x tarif pajak). Tarif pajak adalah
sebesar 7,5 %. Hal ini berdasarkan hasil wawancar bersama bapak Ezra
Dwi Epriputra pada tanggal 6 juli 2024 sebagai pelaksana pemeriksa
bidang kepabeanan pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan,
mengatakan bahwa;

“Kalau dia sudah bayar dan perhitungan bea masuk tarifnya sudah

betul, pelaporan nilai transaksinya betul, maka otomatis pelaporan

PPh Pasal 22 nya sudah benar. Nahh dendanya itu 2% x (DPP x

tarif pajak) kalaupun ada denda, sebenarnya di PPh pasal 22 itu

Jjarang sekali kedapatan importir tidak mematuhi PPh Pasal 22

karena semuanya sudah memakai sistem jadi tidak ada importir

yang tidak mematuhi pasti mematuhi karena semuanya memakai
sistem’.

Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan tidak memilik
hambatan atau tantangan yang sering dihadapi pada saat melakukan
perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang.
Dikarenakan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas Kegiatan

Impor barang sudah menggunakan sistem Self Assessment System dan
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sistem online. Penjelasan tersebut berdasarkan hasil wawancar bersama
bapak Ezra Dwi Epriputra pada tanggal 6 juli 2024 sebagai pelaksana
pemeriksa bidang kepabeanan pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi

Bagian Selatan, mengatakan bahwa;

“Tidak ada hambatan karena semua sudah menggunakan sistem”

Penerimaan PPh Pasal 22 atas Kegiatan Impor Barang Tahun 2021 -
2023 Pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan
Berikut merupakan penerimaan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor

barang Pada kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan dari tahun 2021

- 2023:

Tabel 3.1 Penerimaan PPh Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang

Tahun 2021 - 2023

PPh 22 Impor PPh 22 Impor
Barang Tahun Ll PO Barang Tahun
No Bulan Barang Tahun 2022
2021 (RP) 2023
(RP) (RP)
1 Januari 73,824,771,252 82,858,110,543 103,345,224,540
2 Februari 14,744,238,808 36,409,256,435 73,962,335,122
3 Maret 844,766,457 172,223,887,340 109,550,799,355
4 April 4,289,309,413 63,451,472,841 72,208,932,067
5 Mei 1,812,653,691 90,558,372,967 64,229,095,199
6 Juni 3,191,178,184 111,007,584,937 43,890,239,866
7 Juli 37,885,554,106 84,335,563,410 45,124,285,139
8 Agustus 51,407,063,238 154,797,392,535 44,125,112,889
9 September | 142,836,970,556 72,461,516,137 38,062,507,754




31

10 Oktober

105,258,441,193

61,438,114,645

33,758,052,985

11 November

79,800,488,528

91,897,208,050

45,726,139,179

12 Desember

61,010,964,636

62,308,206,073

49,810,718,855

Total

1,083,746,685,913

723,793,442,950

576,906,400,062

Sumber: Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan, 2024

Berdasarakan sumber data dari table 3.1 menunjukkan bahwa Pada tahun
2021 penerimaan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada Kantor Wilayah
DJBC Sulawesi Bagian Selatan sebesar Rp. 576,906,400,062. Pada tahun 2022
penerimaan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada Kantor Wilayah DJBC
Sulawesi Bagian Selatan mengalami kenaikan sebesar Rp. 1,083,746,685,913.
Pada tahun 2023 penerimaan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada
Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan mengalami penurunan sebesar
Rp. 723,793,442,950.

Untuk mengetahui tingkat efektivitasnya, penulis menggunakan rumus
umum yang sering digunakan. untuk menghitung pertumbuhan presentase, di

mana:

total penerimaan PPh 22 Impor Tahun sekarang— total penerimaan PPh 22 Impor Tahun sebelumnya
total penerimaan PPh 22 Impor Tahun sebelumnya

100%

Rp.1,083,746,685,913 — Rp.576,906,400,062
Rp.576,906,400,062

x 100% = 88%

Rp.723,793,442,950 — Rp.1,083,746,685,913
Rp.1,083,746,685,913

x 100% = 33%

Berdasarkan Perhitungan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2021
sampai dengan tahun 2022 tingkat Efektivitas penerimaan PPh Pasal 22 atas

kegiatan impor barang pada Kantor Wilayah SulBagSel di angka 88% dan
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dikategorikan dalam kriteria Cukup Efektif. Dan pada tahun 2022 sampai dengan
tahun 2023 tingkat efektivitas penerimaan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor
barang pada Kantor Wilayah DJBC SulBagSel di angka 33% dan dikategorikan

dalam kriteria Tidak Efektif.

Berikut merupakan table persentase selisih penerimaan PPh Pasal 22 atas
kegiatan impor pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan tahun 2021
—2023:

Tabel 3.2 Persentase Selisih Penerimaan PPh Pasal 22 impor pada Kantor

Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan Tahun 2021 — 2023

Penerimaan PPh Selisih
Tahun Pasal 22 Impor Persentase Kriteria
(Rp)
(Rp)

2021 576,906,400,062 - - -

2022 1,083,746,685,913 | 506,840,285,851 88% Cukup Efektif

2023 723,793,442,950 | 359,953,242,963 33% Tidak Efektih

Total 2,384,446,528,925 | 866,793,528,814 - -
Rata-Rata 794,815,509,641 288,931,176,271 40% Tidak Efektif

Berdasarkan table 3.2 dapat dilihat bahwa rata-rata penerimaan PPh Pasal
22 atas kegiatan impor barang pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian
Selatan tahun 2021 sampai tahu 2023 sebesar Rp. 794,815,509,641 dan selisih
sebesar Rp. 288,931,176,271 dengan presentase 40% dan dikategorikan dalam
kriteria Tidak Efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari Kantor Wilayah DJBC
Sulawesi Bagian Selatan dalam menghimpun pajak penerimaan dari sektor PPh

Pasal 22 atas kegiatan impor barang perlu di tingkatkan lagi.
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5. Hasil Kuisioner Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

(DJBC) Sulawesi Bagian Selatan

Berikut merupakan table data hasil kuisioner pada Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan sebagai berikut:

Table 3.3 Hasil Kuisioner Perhitungan Pada Kantor Wilayah DJBC

Sulawesi Bagian Selatan

No | Pernyataan Perhitungan Presentase Kriteria
Pemahaman prosedur perhitungan PPh Pasal 22 atas )

1 . : 93% Efektif
kegiatan impor barang
System mempermudah proses perhitungan dan

2 4 * 2 d 2 96% Efektif
pembayaran PPh Pasal 22
Proses perhitungan PPh Pasal 22 untuk Penyelesian )

3 — e 96% Efektif
administrasi impor

4 Kepatuhan dalam perhitungan 83% Cukup Efektif

Rata -Rata 96% Efektif

Berdasarkan table 3.3 dapat dilihat bahwa rata-rata presentase Kuisioner

Perhitungan Pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan yaitu 96%

dengan kriteria Efektif. Hal ini menunjukkan bahwa importir patuh dalam

melakukan perhitungan serta importir sudah memahami prosedur perhitungan

PPh pasal 22 atas kegiatan impor barang, dan dengan adanya system yang

digunakan dapat mempermudah importir melakukan perhitungan dan

pembayaran PPh Pasal 22 atas kegiatan impor pada Kantor Wilayah DJBC

Sulawesi Bagian Selatan.
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Table 3.4 Hasil Kuisioner Pelaporan Pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi

Bagian Selatan

No | Pernyataan Pelaporan Presentase Kriteria
1 Kepatuhan dalam melaporkan PPh Pasal 22 Impor 96% Efektif
Pemahaman ketentuan pelaporan PPh Pasal 22 Atas
2 ) 96% Efektif
Kegiatan Impor Barang
Keamanan dan kerahasiaan data pelaporan PPh )
3 ] 93% Efektif
Pasal 22 impor
Pelaporan PPh Pasal 22 berjalan lancar tanpa
4 Kendal 100% Efektif
endala
Kesulitan dalam perhitungan atau pelaporan PPh )
5 Pasald® 100% Efektif
asa
Rata-Rata 97% Efektif

Berdasarkan table 3.4 bahwa rata-rata presentase Kuisioner Pelaporan

PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang Pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi

Bagian Selatan yaitu 97% dengan kriteria Efektif. Hal ini menunjukkan bahwa

importir patuh terhadap pelaporan PPh pasal 22 atas kegiatan impor barang pada

Kantor Wilayah DJBC Sulbagsel, serta system yang digunakan untuk melakukan

pelaporan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada Kantor Wilayah DJBC

Sulbagsel sangat membantu dan mempermudah importir dalam melakukan

pelaporan PPh pasal 22 atas kegiatan impor barang sehingga importir tidak perlu

lagi mengantri dan melakukan perjalanan jauh ke Kantor Wilayah DJBC Sulawesi

Bagian Selatan.
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E. Pembahasan
1. Penerapan Perhitungan PPh Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang Pada

Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan

Penerapan perhitungan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada
Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan menggunakan sistem self
assessment system Dimana importir atau pengusaha yang terkena pajak
(PKP) yang menghitung sendiri dan melaporkan jumlah bea masuk maupun
pajak dalam rangka impor dalam hal ini PPh yang akan dibayarkan. Lalu akan
dimasukkan ke dalam sistem online sehingga akan terhitung sendiri (otomatis).
Setelah itu, Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan mengecek apakah
PPh yang di hitung sudah benar atau tidak.

Adapun kendala yang mungkin saja terjadi pada penerapan perhitungan
PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada Kantor Wilayah DJBC
Sulawesi Bagian Selatan yang menggunakan ssistem Self assessment system
yaitu bisa saja importir tidak mengetahui cara menghitung dan menggunakan
ssistem online sehingga banyak para importir yang mau mengimpor barang
akan tetapi tidak mengetahui cara menghitung dan menggunakan sistem
online tersebut. Lalu bisa juga terjadi kesalahan Ketika melakukan pengecekan
perhitungan dalam proses impor barang yang dilakukan oleh Kantor Wilayah
DJBC Sulawesi Bagian Selatan.

Oleh karena itu Solusi yang dapat di ambil yaitu Kantor Wilayah DJBC
Sulawesi Bagian Selatan disarankan agar lebih meningkatkan pengawasan
terhadap importir serta melakukan sosialisasi kepada para importir dan

diperlukannya ketelitian dari petugas bea dan cukai dalam pemeriksaan
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dokumen terkait perhitungan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang
meskipun sudah didukung dengan sistem yang canggih.

Dampak yang terjadi yakni para importir tidak mematuhi kewajiban
pembayaran PPh Pasal 22 atas kegiatan impornya. Sehingga penerimaan
atau pendapatan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada Kantor
Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan tidak merata setiap tahunnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Torang P Simanjuntak dan
Ramly Siahaan (2020) menyatakan bahwa untuk lebih meningkatkan
pengawasan terhadap Wajib pajak Importir atas kewajiban penyetoran dan
pelaporan PPh pasal 22 Impor. Meskipun sudah di dukung dengan sistem dan
aplikasi yang canggih dalam pelaksanaan pemungutan dan pelaporan, apabila
pengawasan yang dilakukan belum maksimal, Dimana wajib pajak akan
cenderung tidak patuh dalam hal administrasi perpajakan.

Sedangkan menurut Agil Rifandi Abd Azis dan Novi Budiarso (2016)
menyatakan bahwa diperlukannya ketelitian dari petugas bea dan cukai dalam
pemeriksaan dokumen untuk menghindari terjadinya pelanggaran aturan
meskipun telah didukung dengan berbagai teknologi yang canggih dalam
pelaksanaan pemungutan dan pelaporan yang dilakukan tapi tanpa adanya
ketelitian daan pengawasan yang baik maka bisa terjadi kecurangan dalam

pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22.

Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang Pada Kantor
Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan

Tahapan yang harus dilalui oleh importir dalam melaporkan PPh Pasal
22 yaitu pertama-tama menghitung PPh Pasal 22 dengan cara DPP x Tarif

Pajak. Dimana DPP adalah nilai pabean di tambah Bea Masuk, dan tarif pajak
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tergantung jenis barang yang di impor. Setelah itu importir membuat surat
setoran Pabean, cukai, dan pajak (SSPCP) dan mencantumkan kode jenis
pajak 22 untuk PPh Pasal 22 (411122). lalu Importir melakukan setoran PPh
Pasal 22 ke Bank. Setelah itu bukti setorannya di lampirkan ke dokumen
Pemberitahuan impor barang (PIB). Untuk membuat dokumen PIB, pertama-
tama importir harus mengisi formular PIB terlebih dahulu. Di dalam dokumen
PIB terdapat informasi tentang identitas importir, jenis barang yang di impor,
nilai pabean barang, Bea Masuk, PPN, PPh Pasal 22. Importir juga harus
melampirkan beberapa dokumen pendukung ke formulir PIB. Formulir tersebut
yaitu, Pemberitahuan impor barang (PIB), Invoice, Bill of Lading (B/L) atau
Airway Bill (AWB), Packing Llist, Sertifikat asal Barang (certificate of
origin/coo), Bukti pembayaran Bea masuk dan Cukai, Bukti pembayaran PPN,
Bukti pembayaran PPh Pasal 22. Setelah itu dokumen PIB di ajuka ke kantor
pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) melalui platform online Bea dan Cukai.
Setelah PIB diterbitkan, importir wajib melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22
yakni, Importir harus membuat SPT Masa PPh Pasal 22 Dengan lengkap dan
benar. SPT Masa PPh Pasal 22 dapat diperoleh di kantor pelayanan Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) atau secara online di situs web DJP setelah itu imortir
melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 secara elektronik melalui e-SPT Masa

PPh Pasal 22 di situs web DJP.

Kendala yang mungkin terjadi pada saat melakukan pelaporan PPh
Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi
Bagian Selatan yakni para Importir bisa saja salah mengisi anggaran atau
nominal ke dalam dokumen serta tidak mengetahui cara mengisi formulir yang

akan di ajukan ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, apalagi para importir yang
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tidak mengetahui cara menggunakan sistem online tersebut. Sehingga para
importir bisa saja tidak melaporkan PPh Pasal 22 atas kegiatan impornya.

Solusi yang dapat diberikan yakni Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian
Selatan lebih meningkatkan pengawasan dan sosialisasi terhadap sistem
online yang di gunakan kepada importir agar tidak terjadi kekeliruan dalam
proses pelaporan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang.

Dampak yang akan terjadi yakni para importir akan dikenakan sanksi
sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 31/PMK.03/2021 tentang tata cara pemungutan, penyetoran dan
pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan dari impor barang tertentu.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Reivaldo Roel, Frida Magda
Sumual dan Aprilia Bacilius (2023) menyatakan bahwa petugas harus
memeriksa dokumen PIB secara akurat dan mencegah adanya pelanggaran
aturan dan kesalahan yang dapat terjadi selama impor barang oleh importir
atau organisai.

Sedangkan menurut Romullo Matthew Salaki dan Harijanto Subijono
(2020) menyatakan bahwa agar tetap menjaga kepatuhan dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku
untuk menghindari adanya sanksi-sanksi yang ada dan dapat mengatasi
semua kendala sistem mekanisme yang terjadi dalam proses pemungutan,

pelaporan, dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasa yang dilakukan di Kantor

Wilayah DJBC Sulawesi bagian Selatan, peneliti mengambil Kesimpulan bahwa :

dalam hal perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas Kegiatan impor barang
umumnya menggunakan sistem self assessment system Dimana importir atau
wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri besaran pajaknya.

Tahapan yang harus dilalui oleh importir dalam melaporkan PPh Pasal 22 yaitu
pertama-tama menghitung PPh Pasal 22. Setelah itu importir membuat surat
setoran Pabean, cukai, dan pajak (SSPCP) dan mencantumkan kode jenis
pajak 22 untuk PPh Pasal 22 (411122). lalu Importir melakukan setoran PPh
Pasal 22 ke Bank. Setelah itu bukti setorannya di lampirkan ke dokumen
Pemberitahuan impor barang (PIB). Importir juga harus melampirkan beberapa
dokumen pendukung ke formulir PIB. Setelah itu dokumen PIB di ajuka ke
kantor pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) melalui platform online Bea dan
Cukai. Setelah PIB diterbitkan, importir wajib melaporkan SPT Masa PPh Pasal

22 secara elektronik melalui e-SPT Masa PPh Pasal 22 di situs web DJP.

Tingkat efektivitas penerimaan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang

pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan dari tahun 2021 sampai
tahun 2022 menunjukkan hasil yang cukup baik, sebesar 88% dengan kriteria
Cukup Efektif. Sementara itu, dari tahun 2022 sampai tahun 2023 menunjukkan
hasil yang kurang baik, sebesar 33% dengan kriteria Tidak Efektif. Adapun rata-

rata penerimaan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada Kantor Wilayah

39
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DJBC Sulawesi Bagian Selatan tahun 2021 sampai tahu 2023 sebesar Rp.
794,815,509,641 dan selisih sebesar Rp. 288,931,176,271 dengan presentase
40% dan dikategorikan dalam kriteria Tidak Efektif. Hal ini menunjukkan bahwa
kinerja dari Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan dalam menghimpun
pajak penerimaan dari sektor PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang perlu di

tingkatkan lagi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat
memberikan saran sebagai berikut:

1. instansi terkait disarankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap Wajip
pajak atau Importir atas kewajiban perhitungan dan pelaporan PPh pasal 22
impor. Meskipun sudah didukung dengan sistem yang canggih dalam
melakukan perhitungan dan pelaporan, Dimana bisa saja Waijib pajak akan
cenderung tidak patuh dalam hal administrasi perpajakan. Instansi terkait juga
disarankan agar lebih meningkatkan sosialisai kepada para wajib pajak atau
importi agar setiap tahun penerimaan PPh Pasal 22 Impor terus meningkat.

2. Bagi peneliti selanjutnya dalam menganalisis suatu data, kelengkapan data

sangat diperlukan agar dalam proses penelitian tidak terjadi kekurangan data.
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LAMPIRAN |
KUISIONER DAN PERTANYAAN WAWANCARA

A. Kuisioner
Nama
Jenis Kelamin
Usia

Jabatan

PETUNJUK PENGISIAN

Tidak Setuju (TS)
Kurang Setuju (KS)
Cukup Setuju (CS)
Setuju (S)

Sangat Setuju (SS)

b Y

1. Importir memahami dengan jelas prosedur perhitungan PPh Pasal 22 atas kegiatan *

impor barang

Tidak Setuju ) Sangat Setuju

2. Sistem self-assessment mempermudah proses perhitungan dan pembayaran PPh Pasal
22

Tidak Setuju Sangat Setuju
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3. Proses perhitungan PPh Pasal 22 dengan sistem self-assessment mengurangi waktu
yang dibutuhkan untuk penyelesaian administrasi impor

1 2 3 4 5

Tidak Setuju O O O O O Sangat Setuju

*
4. Importir memahami ketentuan dan prosedur pelaporan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor
barang

1 2 3 4 5

Tidak Setuju O O O O O Sangat Setuju

5. mportir selalu patuh dalam melaporkan PPh Pasal 22 sesuai dengan ketentuan yang
berlaku

1 2 3 4 5

Tidak Setuju O O O O O Sangat Setuju

6. Sistem self-assesment yang digunakan menjamin keamanan dan kerahasiaan data
pelaporan PPh Pasal 22

Tidak Setuju O O O O O Sangat Setuju
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7. Sistem self-assessment mendoreng importir untuk lebih patuh dalam perhitungan dan
pelaporan PPh Pasal 22

Tidak Setuju Sangat Setuju

8. Sistem yang digunakan untuk perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 berjalan dengan
lancar tanpa kendala

1 2 3 4 5

Tidak Setuju 0 O \» O £) Sangat Setuju

9. DJBC memberikan bantuan yang memadai Ketika importir mengalami kesulitan dalam
perhitungan atau pelaporan PPh Pasal 22

1 2 3 4 5

Tidak Setuju O | O D 3 Sangat Setuju

B. Pertanyaan Wawancara
1. Bagaimana proses perhitungan PPh Pasal 22 dilakukan di kantor

wilayah (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan?

2. Bagaimana tingkat kepatuhan importir terhadap perhitungan dan
pembayaran PPh Pasal 227

3. Apa sanksi yang diberikan kepada importir yang tidak mematuhi

kewajiban pembayaran PPh Pasal 227
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. Apa saja tahapan yang harus dilalui oleh importir dalam melaporkan
PPh Pasal 227

Dokumen apa saja yang harus importir sediakan dalam menghitung
dan melaporkan PPh Pasal 22 atas kegiatah impor barang?

. Apakah (DJBC) memilki platform online untuk pelaporan PPh Pasal
227 Jika ya, bagaimana cara kerjanya?

Bagaimana prosedur yang diguanakan dalam perhitungan dan

pelaporan PPh Pasal 227?

. Apakah ada hambatan atau tantangan yang sering dihadapi dalam

perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 dan jika ada bagaimana

anda mengatasi hambatan tersebut?
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DATA HASIL KUISIONER
1. Importir 2. Sistem self- | 3. Proses 4. Importir 5. mportir 6. Sistem 7. Sistem 8. Sistem 9. DJBC
memahami assessment perhitungan memahami | selalu self- self- yang memberikan
dengan mempermudah | PPh Pasal 22 | ketentuan patuh assesment assessment | digunakan bantuan
jelas proses dengan dan dalam yang mendorong | untuk yang
prosedur perhitungan sistem self- prosedur melaporkan | digunakan importir perhitungan | memadai
perhitungan | dan assessment pelaporan PPh Pasal menjamin untuk lebih dan Ketika
Jenis PPh Pasal pembayaran mengurangi PPh Pasal 22 sesuai keamanan patuh pelaporan importir
Timestamp Nama Jabatan Kelamin usia 22 atas PPh Pasal 22 waktu yang 22 atas dengan dan dalam PPh Pasal mengalami
kegiatan dibutuhkan kegiatan ketentuan kerahasiaan | perhitungan | 22 berjalan kesulitan
impor untuk impor yang data dan dengan dalam
barang penyelesaian | barang berlaku pelaporan pelaporan lancar perhitungan
administrasi PPh Pasal PPh Pasal tanpa atau
impor 22 22 kendala pelaporan
PPh Pasal
22
6/7/2024 Ezra Dwi Pelaksana . .

15:15 Epriputra Pemeriksa Laki-Laki 39 i 5 3 2 = 5 L 5 5
6/7/2024 Asrul Sani Pelaksana . .

15:24 Said Pemeriksa Laki-Laki 33 4 4 4 4 4 3 4 5 5
6/175234 Fahmi Azis Pelaksana Laki-Laki 31 I 5 5 5 5 5 5 5 5
6/7/2024 . | Pelaksana . .

15:95 Muh. Zuhdi Pemeriksa Laki-Laki 38 5 5 5 5 5 5 5 5 5

18/07/2024 .

14:40:34 Tenri Pelaksana Perempuan 29 5 5 5 5 5 5 5 5 5
18/07/2024 . Pelaksana . .

15:12:42 Nurhalim Pemeriksa Laki-Laki 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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LAMPIRAN lII
DAFTAR HASIL WAWANCARA

Pihak Kawil

diberikan kepada
importir yang tidak
mematuhi kewajiban
pembayaran PPh
Pasal 227

No| DJBC Cvzr:vaa"n‘gar'; Jawaban
SulBagSel
1. | Ezra Dwi Bagaimana proses Di Indonesia dalam sistem perpajakannya kita
Epriputra perhitungan PPh menganut Namanya sistem self assessment,
Pasal 22 dilakukan di yang artinya importir atau pengusaha pajak
kantor wilayah (DJBC) | yang terkena pajak PKP yang menghitung
Sulawesi Bagian sendiri dan melaporkan jumlah bea masuk
Selatan? maupun pajak dalam rangka impor dalam hal
ini PPh yang akan dibayarkan. Jadi, kanwil
DJBC Sulbagsel tidak pernah melakukan
perhitungan PPh tetapi Bea Cukai mengecek
apakah PPhnya yang di hitung sudah benar
atau tidak. Tetapi, kita sudah menggunakan
sistem online. Karena sudah menggunakan
sistem online, jadi perhitungannya (harga
barang dan tarif nya) tinggal dimasukkan di
sistem sehingga akan terhitung sendiri
(otomatis).

2. Bagaimana tingkat Karena dia menggunakan sistem self
kepatuhan importir assessment, maka pembayaran PPh pasal 22
terhadap perhitungan itu mengikut dari laporan terkait dengan
dan pembayaran PPh | barangnya ataupun data-data yang ada di
Pasal 227 PIB. Jadi tidak mungkin didalam satu

dokumen hitungan PIBnya sama PPhnya itu
berbeda pasti sama. Maksudnya dalam artian
kalau bea masuknya sudah benar, biasanya
pajaknya pasti otomatis menghitung dengan
benar. Jadi, Tingkat kepatuhannya kita tidak
bisa melihat karena dokumennya itu ototmatis
menghitung sendiri.

3. Apa sanksi yang Kalau dia sudah bayar dan perhitungan bea

masuk tarifnya sudah betul, pelaporan nilai
transaksinya betul, maka otomatis pelaporan
PPh Pasal 22 nya sudah benar. Nahh
dendanya itu 2% x (DPP x tarif pajak)
kalaupun ada denda, sebenarnya di PPh
pasal 22 itu jarang sekali kedapatan importir
tidak mematuhi PPh Pasal 22 karena
semuanya sudah memakai sistem jadi tidak
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ada importir yang tidak mematuhi pasti
mematuhi karena semuanya memakai sistem

Apa saja tahapan
yang harus dilalui oleh
importir dalam
melaporkan PPh
Pasal 227

Bikin dokumen PIB. Tetapi didalam dokumen
PIB importir harus melaporkan dengan baik
berapa nilai transaksi barangnya.

Dokumen apa saja
yang harus importir
sediakan dalam
menghitung dan
melaporkan PPh
Pasal 22 atas kegiatah
impor barang?

Invoice, packing list dsb.

Apakah (DJBC)
memilki platform
online untuk pelaporan
PPh Pasal 22? Jika
ya, bagaimana cara
kerjanya?

Tidak ada platform untuk pelaporan PPh 22.
Tetapi pelaporan PIB yang didalamnya
termuat PPh pasal 22 ada.

Bagaimana prosedur
yang diguanakan
dalam perhitungan
dan pelaporan PPh
Pasal 227

Tidak ada prosedur yang digunakan
semuanya sudah menggunakan sistem. jadi,
importir hanya tinggal memasukkan apa nama
barangnya, berapa harga satuannya, nilai
transaksinya berapa, setelah itu sistem yang
akan menghitung sendiri jadi bea cukai tidak
menghitung lagi.

Apakah ada hambatan
atau tantangan yang
sering dihadapi dalam
perhitungan dan
pelaporan PPh Pasal
22 dan jika ada
bagaimana anda
mengatasi hambatan
tersebut?

Tidak ada hambatan karena semuanya sudah
menggunakan sistem




LAMPIRAN IV
DATA - DATA PENELITIAN
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Penerimaan PPh Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang Tahun 2021 — 2023

No Bulan BP:’:'?; ITr:'I::': Bagzz zTirlmr:: ;:)22 BP:r: rz'; ITI::S:'
2021 2023
(RP) (RP) (RP)
1 Januari 73,824,771,252 82,858,110,543 103,345,224,540
2 Februari 14,744,238,808 36,409,256,435 73,962,335,122
3 Maret 844,766,457 172,223,887,340 109,550,799,355
4 April 4,289,309,413 63,451,472,841 72,208,932,067
5 Mei 1,812,653,691 90,558,372,967 64,229,095,199
6 Juni 3,191,178,184 111,007,584,937 43,890,239,866
7 Juli 37,885,554,106 84,335,563,410 45,124,285,139
8 Agustus 51,407,063,238 154,797,392,535 44.125,112,889
9 September | 142,836,970,556 72,461,516,137 38,062,507,754
10 Oktober 105,258,441,193 61,438,114,645 33,758,052,985
11 November 79,800,488,528 91,897,208,050 45,726,139,179
12 Desember 61,010,964,636 62,308,206,073 49,810,718,855
Total 1,083,746,685,913 | 723,793,442,950

576,906,400,062

Sumber: Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan




LAMPIRAN V
SURAT PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S s

Nomor :367/05/A.2-11/V1/45/2024 Makassar, 07 Juni 2024
Lamp ‘-

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar
Di-

Tempat
Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Nur Fadiyah Ramadhani

Stambuk : 105751101921

Jurusan : DIII Perpajakan

Judul Penelitian :EFEKTIVITAS ~ PENERAPAN  PERHITUNGAN DAN

PELAPORAN PPh PASAL 22 ATAS KEGIATAN IMPOR
BARANG PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC) SULAWESI BAGIAN
SELATAN

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian
sesuai tempat mahasiswa tersebut malakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuanya diucapkan terimakasih.

Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Arsip

JI. Sultan Alauddin No259 Telp. 0411-866972 Fax. 0411-865588 Makassar 90221
Gedung Igra Lantai 7 Kampus Talasalapang Makassar - Sulawesi Selatan

(Surat Penelitian dari Unismuh Makassar)
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PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap-new sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id

Makassar 90231

Nomor : 14924/S.01/PTSP/2024 Kepada Yth.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Lampiran W= Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi

Bagian Selatan
Perihal : lzin penelitian

di-

Tempat
Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nom 5/C 4-VIII/V1/1445/2024 tanggal
08 Juni 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dlb
Nama . NUR FADIYAH RAN
Nomor Pokok 1 105751101921
Program Studi . Perpajakan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (D3)
Alamat : JI Slt Ala ddln No. 2 k assar
PROV!N | SULAW SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara , dengan judul :

" EFEKTIVITAS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 22 ATAS
KEGIATAN IMPOR BARANG PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN
CUKAI (DJBC) SULAWESI BAGIAN SELATAN "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 12 Juni s.d 12 Agustus 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud
dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 08 Juni 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT |
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.

(Surat Izin Penelitian dari DPMPTSP Kota Makassar)
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SULAWESI
BAGIAN SELATAN

JALAN SATANDD NOMOR 94, MAKASSAR 90172

TELEPON (0411) 3615446, FAKSIMILE (0411) 3615448; LAMAN www beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225, SUREL kwbcsulsel@customs.go.id

Nomor : S-126/WBC.17/2024
Sifat . Biasa

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Persetujuan Izin Penelitian

Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Selatan
di Tempat

13 Juni 2024

Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi

Sehubungan  dengan  Surat Saudara Nomor  14923/S.01/PTSP/2024  dan
14924/5.01/PTSP/2024 tanggal 08 Juni 2024 hal lzin Peneliian, dengan ini kami sampaikan

persetujuan atas permohonan tersebut kepada mahasiswa sebagai berikut:

No

Nama Program Studi/
Universitas

Judul

1

Dilla Justika Sari | D3 Perpajakan/ Universitas
Muhammadiyah Makassar

Efektivitas Sistem Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) Dalam Kegiatan Ekspor-
Impor di Kanwil Bea Cukai Sulawesi
Bagian Selatan

Nur Fadiyah D3 Perpajakan/ Universitas
Ramadhani Muhammadiyah Makassar

Efektivitas Penerapan Perhitungan dan
Pelaporan PPh Pasal 22 atas Kegiatan
Impor Barang pada Kantor Wilayah
DJBC Sulawesi Bagian Selatan

untuk melakukan penelitian pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan mulai tanggal 13

Juni 2024 s.d. selesai. Adapun selama melaksanakan kegiatan penelitian, yang bersangkutan
diharapkan untuk dapat memenuhi ketentuan yang berlaku pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi

Bagian Selatan.
Demikian kami sampaikan sebagai jawaban. Lebih lanjut mengenai teknis proses penelitian

agar dapat menghubungi Sdri. Tenri (08114442871). Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami

ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi
Bagian Selatan

Djaka Kusmartata

(Surat Izin Penelitian dari Kanwil DJBC SulBagSel)
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LAMPIRAN VI
DOKUMENTASI PENELITIAN

(Gedung Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan)

(Wawancara Bersama Bapak Ezra Dwi Epriputra Bidang Pabean)



56

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
111) 866072,881593, Fax(0111) 865568

Alamat kantor: J.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tip.(0
- < T ”

=

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

iversitas Muhammadiyah Makassar,

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Un ak
tersebut namanya di bawah ini:

Menerangkan bahwa mahasiswa yang

Nama : Nur Fadiyah Ramadhani

Nim 1105751101921

Program Studi : D3 — Perpajakan

Dengan nilai:
No Bab Nilai Ambang Batas

1 |Babl 10% 10 %
2 Bab 2 24 % 25%
3 Bab 3 7% 15%
4 |Bab4 ' 5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan

Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan

seperlunya.
Makassar, 09 Agustus 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Pernerbitan,

JI. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id
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